Menimbang :

Mengingat :

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-PK.04.10 TAHUN 1999
TENTANG

ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT

DAN CUTI MENJELANG BEBAS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan
Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan
narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
mensyaratkan sehingga berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;

bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu
upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan
asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;
bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun
1993, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan
c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik
Indonesia 1l Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun
1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan
Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali
diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan beberapa
pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian
Dengan Perluasan Berlakunya ketentuan Perundang-undangan
Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan kejahatan terhadap
Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1988;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987
tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.02-PK.07.01 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI
MENJELANG BEBAS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat.

b.  Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga
Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

c.  Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan
bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang
pendek.

d. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah
terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti
menjelang bebas, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 2

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai
dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan
serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,
pembimbingan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan
merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan
dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3



Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, harus dapat
bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus dilaksanakan secara
seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan.

Pasal 5

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan sebagai salah
satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan dengan masyarakat secara sehat.

Pasal 6

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bertujuan :

a.  membangkitkan motifasi atau dorongan pada diri narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;

b.  memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk
pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah
masyarakat setelah bebas penjalani pidana;

c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan
pemasyarakatan.

BAB Il
SYARAT-SYARAT

Pasal 7

(1) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi asimilasi,
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan
substantif dan administratif.

(2) Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Didik adalah :
a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang

menyebabkan dijatuhi pidana;

b.  telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;

c.  berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat;

d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
yang bersangkutan;

e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah
mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9
(sembilan) bulan terakhir;

f.  masa pidana yang telah dijalani :

1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani %2 (setengah) dari masa
pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;



©)

2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3
(duapertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan
dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (duapertiga) tersebut
tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3
(duapertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan
remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir,
paling lama 6 (enam) bulan.

Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :

a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang
dilakukan;

b.  telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;

c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan
rajin;

d. masyarakat telah menerima program pembinaan Anak Negara yang
bersangkutan;

e.  berkelakuan baik;

f.  masa pendidikan yang telah dijalani :

1) untuk asimilasi, Anak Negara, telah menjalani masa pendidikan di
LAPAS Anak 6 (enam) bulan;

2) untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa
pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan adalah :

a.
b.

C.

Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);

Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak
mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak
keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan
pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;

Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib
yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Lembaga
Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);

Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi
dan lain-lain, dari Kepala LAPAS;

Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana,
seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta, dengan
diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau
kepala desa;

Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana
sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog
dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas
atau rumah Sakit Umum;

Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat
tambahan :



1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara
orang asing yang bersangkutan;
2)  Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pasal 9

(1) Narapidana yang melakukan tindak pidana subversi dapat diberikan asimilasi,
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dengan syarat tambahan yaitu :
a.  kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik

selama dalam LAPAS;
b. adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan
jaminan secara tertulis diatas materai.

(2) Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan
LAPAS (TPP LAPAS) vyang bersangkutan bersama unsure dari
BAKORSTANASDA setempat, dengan menggunakan Kartu Pembinaan
Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah agar narapidana
yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Pasal 10

(1) Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak di berikan
kepada :

a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan akan
terancam jiwanya;

b. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang diduga akan
melakukan lagi tindak pidana; atau

c.  Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

(2) Warga Negara Asing yang diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan atau
cuti menjelang bebas, nama yang bersangkutan dimasukkan Daftar Pencegahan
dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

(3) Narapidana Warganegara Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB Il
WEWENANG DAN TATA CARA
PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 11

Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ada
pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut :



1)

()

TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan
Litmas dari BAPAS, mengusulkan kepada kepala LAPAS yang dituangkan
dalam formulir yang telah ditetapkan;

Kepala LAPAS, apabila menyetujui usul TPP LAPAS, selanjutnya meneruskan
usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui
usul kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil siding TPP Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman setempat;

Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala
LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan ini beserta alasannya
kepada Kepala LAPAS;

Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul
Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diterima usul tersebut dan meneruskan usul Kepala LAPAS
kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS menetapkan
penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;

Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, maka
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala
LAPAS; dan

Apabila direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan Kepala LAPAS,
maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan
persetujuan.

Pasal 13

Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman mengenai
pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan
keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya diluar
LAPAS, keputusan dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama Menterti;

b. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja
mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka, keputusannya dibuat oleh
kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama
Menteri;

c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur
Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri;

d. dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri.

Pasal 14

Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan yaitu :

a.

bekerja di luar LAPAS yang dapat berupa :



1) Dbekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun
perorangan;
2)  bekerja mandiri misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang
memperbaiki radio dan lain sebagainya;
3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.
b.  mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan diluar LAPAS.
c.  mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti :
1)  kerja bakti bersama dengan masyarakat;
2)  berolahraga bersama dengan masyarakat;
3) mengikuti upacara atau peragaan keterampilan bersama dengan
masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada diluar LAPAS ditentukan

sebagai berikut :

a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan disesuaikan
dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan;

b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan dengan
waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari
termasuk waktu di perjalanan;

c. untuk kegiatan di LAPAS Terbuka dapat menginap dengan mendapat
pengawalan security minimum.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara LAPAS dengan pihak
ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat
antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang memberi
pekerjaan pada narapidana.

Pasal 17
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus memuat hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima oleh
narapidana.

Pasal 18

Petunjuk mengenai besarnya upah narapidana dan pembagiannya diatur lebih lanjut
dengan keputusan menteri kehakiman.

BAB IV
PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 19

(1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang
melaksanakan asimilasi merupakan tanggung jawab kepala LAPAS.
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Bimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang
dibebaskan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS.
Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap
perseorangan maupun kelompok, dan dilaksanakan secara berkala dan
berkesinambungan.

Pasal 20

Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan sebelum melaksanakan asimilasi,
pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas, kepala LAPAS berkewajiban :

a.

b.

(1)

()

1)
)

memberikan petunjuk agar Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
berperilaku positif didalam masyarakat;
menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang akan
melaksanakan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada BAPAS
dan membuat berita acara penyerahan serta dilampiri risalah pembinaan selama
di LAPAS dan catatan penting lainnya.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang
melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama, dan
kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang
berpakaian dinas.

Pengawasan terhadap Narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi untuk
kegiatan kerja diluar LAPAS bekerja bersama-sama anggota masyarakat
dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak
kepolisian, Pemerintahan Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 22
Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani
pembebasan bersyarat dilakukan oleh kejaksaan Negeri dan BAPAS.
Pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani pembebasan
bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 23

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan cuti
menjelang bebas dilakukan oleh BAPAS dengan memberitahukan kepada Kepolisian
dan Pemerintah Daerah dan Hakim Wasmat setempat.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 terhadap
Narapidana subversi dilaksanakan dengan mengikutsertakan Bakorstanasda setempat.

Pasal 25



Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing yang diberi
asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan dengan
mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 26

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan asimilasi,
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pasal 27

Kepala LAPAS dan Kepla BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan
hasil evaluasi asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 28

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara data
pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dan
melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

BAB VI
PENCABUTAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 29

(1) Pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat

dicabut apabila narapidana :

a.  malas bekerja;

b.  mengulangi melakukan tindak pidana;

c.  menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau

d. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan
bersyarat dan cuti menjelang bebas.

(2) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf a.

(3) Pemcabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b
dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

(4) Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal
Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman setempat.

(5) Pencabutan cuti menjelang bebas dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepala LAPAS.

Pasal 30



1)

()

©)

1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat
dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alas an-alasan
pencabutan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).

Kepala LAPAS berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan
apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, pencabutan dijatuhkan secara
tetap.

Kepala LAPAS melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
kepala Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alas an-
alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 31

Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 merupakan jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya :

a.  untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan
remisi; dan

b.  untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak
dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan
cuti mengunjungi keluarga.

Anak Negara yang dicabut asimilasinya :

a. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak
diberikan asimilasi;

b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi,
pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga selama menjalani
pendidikan di LAPAS.

Narapidana dan Anak Didik Pidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya :

a.  untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan
remisi;

b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi,
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi
keluarga selama menjalani sisa pidananya.

c.  masa selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya :

a. masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa
menjalani pendidikan;

b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat
diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat; dan

c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidian tidak
diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga.

Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut cuti menjelang bebasnya :

a. masa selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS dihitung sebagai
menjalani pidana;

b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberikan remisi, asimilasi,
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi
keluarga.

Pasal 32



Apabila alasan pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas
disebabkan narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melakukan tindak pidana,
Kepala LAPAS atau Kepala BAPAS melaporkan kepada kepolisian dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas harus
selalu diusahakan adanya koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan
Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah dan Pemuka Masyarakat setempat.

Pasal 34

Setiap petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka :

a.  Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10
Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang
Bebas;

b.  Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10
Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;

c.  Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10
Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

Prof.DR.H. MULADI, SH.



